BUPATI BANYUMAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2013-2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran



10.

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010-2014;



11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008
Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009,
Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menetapkan :

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013-2018.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi, adalah dokumen
perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas
yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan
mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD,
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyumas.



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2
RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan serta
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2013 sampai dengan

Tahun 2018.

Pasal 3
(1) Sistematika dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV :  ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V :  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KERANGKA PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

(2) Dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 4
RPJM Daerah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2008 — 2013.

BAB III
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
Penyusunan RPJM Daerah menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun
rencana strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di
daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

Tahun 2013 - 2018.

Pasal 6
(1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Renja SKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman
untuk menyusun APBD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJM Daerah menjadi
pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2018, dan
dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi sebagai pedoman
penyusunan RKPD Tahun 2019 sebelum tersusunnya RPJM Daerah Tahun
2018-2023 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas.
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd
Ir. MAYANGKORO
Pembina Utama Muda

NIP. 19570516 198903 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2013-2018

UMUM

RPJM Daerah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi, misi
dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2013-2018
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan
memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Nasional.

Proses Penyusunan RPJM Daerah mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di
Kabupate Banyumas.

RPJM Daerah memuat pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan, penjabaran Visi dan Misi, Strategi Pembangunan Daerah,

Kebijakan Umum beserta Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana



II.

Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan, Penetapan Indikator
Kinerja Daerah dan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Banyumas pada setiap tahun anggaran.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk
menjamin agar suatu " program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan, meliputi pengendalian terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana
dan standar, meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan
hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1

(satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.

Pasal 8



Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ini
diberlakukan sebagai Dokumen Transisi untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 sebelum
RPJM Daerah Tahun 2018-2023 disusun dan ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah.

Pasal 9
Cukup jelas.
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